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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui sistem penerapan 
pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam hubungannya dengan kebijakan 
pemerintah tentang pengupahan dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan 
di CV Anugrah Bangun Sejahtera, pekerja/buruh dapat memperoleh kebutuhan hidup 
layak atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 
empiris dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder dari bahan-bahan 
pustaka. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan 
analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sistem penerapan 
pengupahan menggunakan sistem pengupahan tetap sesuai produktivitas dan sistem 
pengupahan jangka waktu (2) pelaksanaan sistem tersebut pekerja/buruh tidak 
memperoleh hak-hak dan kesejahteraan untuk kebutuhan hidup layak mereka. 
Kata Kunci: Karyawan/buruh, Sistem Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the application of the sistem to determine wage CV 
Anugrah Bangun Sejahtera in conjunction with government policy on wage and to 
investigate the implementation of the wage sistem in CV Anugrah Bangun Sejahtera, 
workers/laborers can obtain the necessities of life is worth it or not. This research 
method using empirical juridical approach with primary data in the form of interviews 
and secondary data from the materials library. Data were collected by literature study 
and field study with qualitative data analysis. These results indicate that (1) the 
application of the wage sistem uses fixed wage sistem in accordance productivity and 
wage sistems time period (2) the implementation of the sistem of workers / laborers are 
not acquiring the rights and welfare of their need for decent living. 
 




  Seseorang yang bekerja untuk majikan atau pengusaha disebut pekerja yang 
melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan dan akan diberi upah setiap 
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menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mereka hidup di Indonesia juga berhak mendapatkan 
pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 2 bahwa warga Negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. 
  Bagi karyawan atau buruh, upah adalah segala hal yang sangat penting. Hampir 
semua karyawan atau buruh mengharapkan upah setinggi dan sebanyak mungkin apapun 
pekerjaannya. Di titik inilah pemerintah turut campur untuk melaksanakan 
pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, 
makmur, yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
Karena itu pemerintah juga wajib untuk memperhatikan kesejahteraan buruh. Karena 
kesejahteraan buruh ini dijamin oleh Undang-Undang.
1
  
 Bagi pekerja yang bekerja di suatu perusahan, CV (comanditair vennotschap), 
maupun yang bekerja pada perusahaan swasta pasti terdapat ketentuan mengenai upah 
minimum Kabupaten/Kota (UMK), besarnya UMK setiap kabupaten/kota pasti tidaklah 
sama tergantung kondisi pada wilayah tersebut. Yang menjadi pokok intinya adalah 
apakah upah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja/buruh? Apakah upah 
tersebut dirasa adil sesuai dengan pekerjaan yang dijalani oleh pekerja tersebut? Bagi 
perusahaan, upah adalah biaya yang harus ditanggung. 
 CV Anugrah Bangun Sejahtera ini berdiri di bidang Sub Kontraktor, sejalan 
dengan pembangunan yang kian banyak sehingga membutuhkan pekerja/buruh maka 
semakin banyak pula permasalahan yang ada terutama terhadap para pekerjanya. 
Adapun sistem yang digunakan CV Anugrah Bangun Sejahtera untuk memberikan upah 
kepada pekerjanya adalah sistem jangka waktu yakni sistem pengupahan ini ditetapkan 
menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dengan bekerja tiap jam/harian 
diberi upah dan diberikan 2 (dua) minggu sekali.  
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  Pemerintah berkepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Di satu 
pihak untuk tetap menjamin standart hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya, 
meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Kebijakan upah dimaksudkan 




  Di Indonesia, kebijakan pengupahan dilakukan akhir 1980-an yang merupakan 
bagian dari proverty elleviation strategy dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
golongan penerima upah terendah yeng bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial.
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  Pengusaha dan buruh setiap tahun selalu membahas kenaikan upah yang selalu 
dituntut buruh, dan saat itu pula mendapat tantangan hebat dari pengusaha, yang sering 
kali berujung pada nihil, meskipun hal ini telah diatur secara tegas dalam peraturan 
Perundang-undangan UU No.13 tahun 2003, Permenaker Nomor : Per-01/MEN/1999, 
Kepmenakertrans Nomor : Kep-226/MEN/2000, Perpres Nomor : 8/1991 tentang 
Pengupahan. Berbagai sistem tersebut dipandang belum bisa memenuhi kebutuhan 
hidup buruh, karena belum mampu menyelesaikan persoalan pengupahan secara adil 
yang mencapai kebutuhan hidup layak mereka.
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 Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah daripada 
upah minimum yang telah ditetapkan untuk tiap-tiap wilayah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota. Pengusaha yang karena sesuatu hal tidak/belum mampu membayar upah 
minimum yang telah ditetapkan dapat menangguhkan selama jangka waktu tertentu. 
Apabila kesepakatan dimaksud lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan 
pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam penetapan upah tersebut, tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja 
laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana dimaksud dalam 
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Konvensi 100 yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 80 tahun 1957 
(Lembaran Negara No. 171 tahun 1957).
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 Dengan demikian pengupahan disatu pihak harus mencerminkan keadilan dengan 
memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi kerja dan mendorong peningkatan 
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
(1) Bagaimana sistem penerapan pengupahan CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam 
hubungannya dengan kebijakan pemerintah tentang pengupahan?(2) Apakah 
pelaksanaan sistem pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera tersebut sudah 
tercukupi dan layak untuk kebutuhan hidup buruh? 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sistem penerapan pengupahan 
tentang pengupahan (2) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan di CV 
Anugrah Bangun Sejahtera, pekerja/buruh dapat memperoleh kebutuhan hidup layak 
atau tidak. Manfaat penelitian ini adalah: (1) memberikan sumbangan pemikiran yang 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang 
berkaitan dengan pengupahan yang ada dalam perusahaan. Serta menambah wawasan 
penulis mengenai kebijakan pengupahan yang dilakukan pemerintah dan mengetahui 
tentang kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh serta penerapan Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pengupahan (2) 
Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami serta bahan evaluasi 
mengenai keadaan pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh serta keadaan 
buruh yang menerima upah dari pengusaha.  
2. METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris 
yang menggunakan jenis penelitian deskriptif  yang dimaksudkan untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya yang 
berlangsung saat ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari CV 
Anugrah Bangun Sejahtera baik dari keterangan pemilik CV dan data sekunder yang 
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berbahan hukum primer dari perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan data 
kualitatif yang menghubungkan data yang diperoleh dari responden dan data peraturan 
perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya mengenai permasalahan yang diteliti 
untuk ditarik kesimpulan. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penerapan Sistem Pengupahan CV Anugrah Bangun Sejahtera dalam 
Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah tentang Pengupahan 
 
 CV Anugrah Bangun Sejahtera didirikan dengan tujuan menciptakan lapangan 
pekerjaan agar mempermudah kesempatan bagi warga sekitar yang tidak mempunyai 
pekerjaan untuk dapat bekerja dan berpartisipasi untuk proses pembangunan 
disekitaran Sragen, agar warga yang bekerja di CV Anugrah Bangun Sejahtera 
memperoleh kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya seperti yang diharapkan 
dalam tujuan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum 
  Karyawan di CV Anugrah Bangun Sejahtera terdapat 2 jenis karyawan  yaitu 
karyawan langsung yaitu karyawan terikat/tetap yang berada dikantor dan berada 
dibawah struktur karyawan tetap. Kemudian ada karyawan tak langsung yaitu 
karyawan yang berada dibawah koordinasi mandor/pelaksana lapangan yang 
langsung bertanggung jawab terhadap mandor. Karyawan tak langsung tersebut dicari 
dan dipekerjakan oleh mandor yang kemudian kantor memberikan upah atas hasil 
kerja para tukang yang langsung diberikan untuk diatur mandor atau pelaksana. 
  Sistem pengupahan yang dilakukan CV Anugrah Bangun Sejahtera urutannya 
adalah sebagai berikut: (1) Absensi karyawan harian yang direkap selama satu bulan 
selanjutnya sebagai penentu data penggajian/pengupahan, (2) Bendahara menerima 
daftar gaji/upah seluruh karyawan dan tukang untuk diolah sesuai dengan berapa hari 
kerja para karyawan dan tukang, (3) Bendahara memberikan laporan keuangan 
kepada pimpinan CV mengenai upah para karyawan untuk disetujui atau tidak, (4) 
Pimpinan CV jika menyetujui laporan gaji yang diberikan oleh bendahara maka 
bendahara memberikan gaji kepada karyawan secara cash bon tunai 2 minggu gaji 
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pertama dan kurangannya dimasukkan ke bank lalu karyawan mengambil dengan 
ATM sesuai waktu yang ditentukan biasanya akhir bulan sekitar tanggal 28. Untuk 
upah tukang diberikan oleh mandor tukang yang awalnya diberi oleh bendahara CV 
secara tunai. 
  Sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV Anugrah Bangun Sejahtera adalah 
sistem pengupahan tetap, karyawan dan para tukang mendapatkan upah sesuai 
dengan kinerja/produktivitas dan Upah Minimum Kabupaten. Dalam memberikan 
upah sebaiknya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, Pasal 16 Ayat (1) bahwa Upah 
Minimum wajib dibayar bulanan kepada pekerja atau buruh, dengan harapan 
terwujudnya kebutuhan hidup layak akan terpenuhi sama halnya dengan harapan 




  CV Anugrah Bangun Sejahtera berupaya mensejahterakan karyawannya dengan 
memberikan upah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Kebutuhan Hidup Layak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan  agar upah tersebut dapat membantu kehidupan karyawan dan 
keluarganya. Seperti halnya dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagian kedua tentang Pengupahan diatur 
mengenai pelaksanaan penetapan upah minimum, pengusaha dilarang membayar 
upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. 
  Sistem yang dipergunakan di CV Anugrah Bangun  Sejahtera adalah sistem upah 
jangka waktu yakni upah diberikan menurut jangka waktu buruh melakukan 
pekerjaan, yakni pekerjaan yang biasa dilakukan menurut jam bekerja akan diberi 
upah jam-jaman, untuk pekerjaan yang dikerjakan sehari akan mendapatkan upah 
                                                          




harian, untuk pekerjaan yang dilakukan seminggu akan diberi upah mingguan dan 
pekerjaan yang dilakukan dalam sebulan akan mendapatkan upah. 
Tetapi upah yang diberikan mandor tukang kepada para buruh dilakukan 
seminggu sekali karena tuntutan para buruh yang menginginkan hasil didapat 
mingguan. Hal tersebut sudah menjadi perjanjian diawal antara mandor tukang dan 
buruh itu sendiri. Bahwa tukang mendapatkan upah lebih dibandingkan dengan 
karyawan lain, karena kerja buruh/tukang yang berat dengan waktu istirhat yang 
sedikit, namun pihak CV tetap menghargai kinerja para buruhnya dengan 
memberikan upah lembur lebih jika tukang/buruh lembur kerja. 
Mengenai  kebijakan  pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah CV Anugrah 
Bangun Sejahtera telah melaksanakan apa yang menjadi arahan dan perintah dari 
pemerintah, yang melaksanakan pokok-pokok aturan dari Pasal 88 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang berupa kebijakan-
kebijakan pengupahan yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk 
melindungi pekerja atau buruh atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau CV. 
Usaha yang diinginkan oleh pemerintah sama dengan niat awal CV Anugrah Bangun 
Sejahtera yang berkeinginan membantu masyarakat sekitar CV untuk bekerja serta 
memberikan upah yang layak bagi karyawan atau buruh yang bekerja di CV dengan 
tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan. 
Lebih khusus yang terdapat pada Pasal 88 ayat (3) mengenai kebijakan 
pengupahan meliputi (a) upah minimum, (b) upah kerja lembur,( c) upah tidak masuk 
kerja karena berhalangan, (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain 
diluar pekerjaannya, (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, (f) 
bentuk dan cara pembayaran upah, (g) denda dan potongan upah, (h) hal-hal yang 
dapat diperhitungkan dengan upah, (i) struktur dan skala pengupahan yang 




3.2 Kebutuhan Hidup Layak Pekerja/Buruh dengan adanya Pelaksanaan 
Sistem Pengupahan di CV Anugrah Bangun Sejahtera 
 
  Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, 
“Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standart kebutuhan 
seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) 
bulan” 
  Komponen KHL menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 13 Tahun 2012 terdiri dari 60 jenis kebutuhan, yakni sebagai berikut: (1) 
Makanan dan Minuman terdiri dari 11 macam, (2) Sandang terdiri dari 13 macam, (3) 
Perumahan terdiri dari 26 macam, (4) Pendidikan terdiri dari 2 macam, (5) Kesehatan 
terdiri dari 5 macam, (6) Transportasi terdiri dari 1 macam, (7) Rekreasi, (8) 
Tabungan terdiri dari 2 macam. 
Jumlah komponen KHL diatas berbeda dengan jumlah komponen KHL yang 
ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenakertrans No. PER. 17/MEN/VIII/2005. 
Jumlah komponen diatas lebih banyak dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan 
pekerja/buruh. Selain itu, survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan dilakukan 
sebulan sekali setiap awal bulan. KHL ditetapkan setiap tahunnya, karena berbagai 
factor seperti inflasi dan keadaan ekonomi, maka nilai KHL ini cenderung naik. 
Namun, ada saat-saat tertentu ketika nilai KHL berkurang atau lebih kecil dari tahun 
sebelumnya, hal tersebut diakibatkan oleh stabilnya perekonomian, terjadinya deflasi, 
dan sebagainya. Namun dengan demikian, bukan berarti turunnya KHL menyebabkan 
upah minimum turun pula. 
Dapat diketahui bahwa KHL tersebut hanya menopang dan mencukupi 
kehidupan pekerja/buruh/karyawan yang lajang saja, sedangkan di CV Anugrah 
Bangun Sejahtera para tukang, mandor tukang jelas sudah berkeluarga dan yang 
lajang hanya sekitar 3 orang, CV Anugrah Bangun Sejahtera yang mendasarkan 
kebijakannya pada Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik 
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Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. 
Kenyataannya mengenai niat CV Anugrah Bangun Sejahtera yang menginginkan 
kehidupan yang layak dan tercukupi bagi karyawan/pekerja/buruh mereka namun 
melihat komponen hidup layak yang semakin banyak dan rumit ini berakibat tidak 
dapat tercukupi, mengingat para  pekerja/buruh/karyawan yang sudah berkeluarga 
yang memiliki anak dan istri dan yang bekerja hanya yang bersangkutan atau suami 
saja maka hak-hak karyawan atau buruh lajang telah terpenuhi namun beda jika sudah 
berkeluarga atau tidak lajang maka kebutuhan hidup tersebut tidak mencukupi untuk 
ditanggung dan tidak terpenuhi hak-haknya seperti seharusnya dan semestinya yang 
jauh dikatakan layak atau dapat dikatakan pencapaian kebutuhannya kurang layak 
dengan berbagai polemik ekonomi yang kian rumit akibat bahan kebutuhan sehari-
hari naik kemudian biaya anak sekolah dan berobat yang naik dibandingkan dengan 
upah yang diterima yang dibilang tidaklah cukup untuk kebutuhan hidup layak 
mereka. 
4. PENUTUP 
  4.1 Kesimpulan 
 
   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, sistem pengupahan yang 
dipakai yakni sistem upah jangka waktu yang memberikan upah sesuai kerja 
karyawan dan buruh tukang, dengan sistem produktivitas kinerja tersebut terdapat 
upah tetap yakni upah yang sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten), 
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan 
pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat (3) seperti pengaturan mengenai kebijakan 
pengupahan yang berhubungan dengan upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak 
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masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan 
lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 
bentuk dan cara pembayaran Upah, denda dan potongan Upah, hal-hal yang dapat 
diperhitungkan dengan Upah, struktur dan skala pengupahan yang proposional, upah 
untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
Kebijakan dari pemerintah tersebut telah dilaksanakan oleh CV Anugrah Bangun 
Sejahtera dengan sebaik mungkin mengikuti peraturan yang diperintahkan. CV 
Anugrah Bangun Sejahtera telah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak 
menyalahi peraturan yang berlaku yang sekiranya dapat nerugikan pekerja/karyawan 
maupun buruh tukang sehingga dapat terpenuhi pula hak-hak pekerja/karyawan dan 
buruh tukang. 
   Kedua, CV Anugrah Bangun Sejahtera menerapkan sistem pengupahan jangka 
waktu dan produktivitas bagi karyawannya, telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memenuhi hak-hak karyawan dan para buruh dengan demikian diharapkan 
kebutuhan hidup yang layak bagi karyawan atau buruh tukang dapat terpenuhi, apa 
yang menjadi harapan pemerintah dengan menerbitkan aturan dan kebijakan-
kebijakan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (3) bagian Pengupahan dilakukan secara maksimal 
berbagai usaha pemerintah tersebut untuk tetap memenuhi hak-hak buruh. Walau 
pada kenyataanya implementasi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai 
Kebutuhan Hidup Layak kurang selaras dengan UU Ketenagkerjaan dikarenakan 
kebutuhan tersebut hanya menopang satu orang saja atau buruh/pekerja yang lajang 
dalam satu bulan, dan kenyataannya banyak buruh/pekerja yang sudah berkeluarga 
dan yang bekerja hanya satu orang saja didalam keluarga sedangkan harus 
menghidupi istri, anak maupun anggota keluarga lain. Dengan begitu secara langsung 
hak-hak buruh/pekerja belum terpenuhi yang jauh dikatakan  layak untuk kebutuhan 
mereka, sedangkan bagi buruh/pekerja lajang dapat dikatakan terpenhi hak-haknya 




  4.2 Saran 
  Pertama, di dalam CV Anugrah Bangun Sejahtera seharusnya semakin 
ditingkatkan kesejahteraan para karyawan maupun buruh dengan memberikan upah 
yang lebih tinggi dan pemberian diluar upah seperti halnya pemberian bonus dan 
tunjangan-tunjangan sukarela agar para karyawan dan buruh lebih giat bekerja di CV 
Anugrah Bangun Sejahtera. 
  Kedua, CV Anugrah Bangun Sejahtera perlu mentaati dan melaksanakan 
berbagai kebijakan pemerintah dalam Pasal 88 Ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, agar supaya hak-hak karywan dan buruh terpenuhi supaya 
bsa hidup layak dan berkecukupan. 
  Ketiga, pemerintah dalam penetapan komponen pencapaian hidup layak dengan 
upah minimum tersebut bagi buruh lajang yang dilakukan pemerintah seharusnya 
juga ditetapkan untuk buruh/pekerja yang telah berkeluarga. Agar upah minimum 
tersebut dapat di manfaatkan dengan baik sesuai UU Ketenagakerjaan. 
Persantunan 
  Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada 
pertama, orang tua saya tercinta yang tak pernah putus mendoakan saya. Kedua, 
dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan tentang karya 
ilmiah ini. Ketiga, teman-teman dan sahabat terbaik saya yang selalu memberi 
motivasi dan membantu saya. 
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